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- Meiacak mtnk hegemom dan resmtensx demokrasi
o o sumisno®

Wacana pohtlk tahun 90-an

merupakan era dominasi wacana

‘demokrasi !, Mempertanyakandaﬂ -

mengkritisi demokrasi sebagai
‘upaya eksperimen pencarian alter-
natif sistem politik diluarnya me-
:rup'ﬁ{an kekonyolan. Résultantenya
'Edibangun sejak bubarnya Uni
Sovyet dan terbukanya Cina atas
pasar bebas®. Jika misalnya ada
akademisi mencoba membaca
ulang —mengkritisi demokrasi- ia
segera mendapat label sebagai
‘idak akademis’ atau bahkan men-
dapat julukan ‘bagian dari kekuatan
lama’. Demokrasi bukan lagi sebagai
alternatif tentang sebuah tatanan
ideal, namun telah menjadi
‘kenyataan’ imperatif (imperatively
reality) yang mengkonstruk pan-
dangan dunia (world view) manusia
pada hari ini. Meskipun upaya

menghadirkannya dalam pra.ktek

--sosial bukan tanpa ongkos besax
“telah menjadi formula bahwa upaya
penegakan demokrasi berkaitan

langs ung -dengan pertumbuhg_n_

~ ekonomi (economical growth).

Seymour Martin Lipset *, misainya,
mengemukakan variabel ckonomi
menjadi syarat yang tidak dapat
ditawar (sufficient) bagi hadirnya
‘mentalitas’ demokrasi. Pada bagian
lain Lipset menyebutkan, “Perbaps
the most cormmon generalization linking
pokitical systems to other aspects of
society has been that democracy is related
fo the state of economic development™ .

Ketika belakangan konsep
demokrasi ini didiskusikan dengan
kritis justru atas nama demokrasi,
konsep tipe ideal inj semakin me-
negaskan keunggulan dari alternatif

Penulis sebetum aktif di Perguruan Tinggi Timu Kepolisian adalah Ketua Depertemen Sosiologi pada
The Imernational Institute of Islamic Thought- Indonesia, sebush NGO yang bergerak di bidang

kontekstualisasi pemikiran Islam,

! Perhatikan misalnya, John Markoff. 2002. Gelombang Demokrasi Dunia, terj. Ari Setyaningrum,

Pustaka Pelajar, Jakarta, hal. 21.

i Meletakkan fenomena Uni Sovyet dan Cina sebagai terminal rsultante demokrasi dipandang
chervinisiik oleh beberapa kalangan. Jatuhnya Reza Pahlevi tahun 1978 dan kemenangan FIS di
Aljazair tidak pemnah dipandang sebagai entry point terhadap resultante demokrasi. Maka disini
demokrasi dipandang sebagai realitas tunggat dan universal, tidak mempunyai varian

: Seymour Martin Lipset. 1963. Political Man; The Sociel Reses of Politics, Anchor Books, Garden

City, New York, hal. 27 - 53,
4 Ihid. hal, 31,



“yang pernah ada. Sebuah feportase
“ Harian” Kompas: (14/1/2004),
: miséiﬁjra menulis Japoran teatang
‘seminar pohuk memulainya dengan
redaksional’ “Dengan segala-cacat
“yang: dxkandungnya, demokrasi
- memberi peluang untuk melakukan
perubahan deﬁgaﬁ adanyajz aminan
‘kebebasan’. lagkapan: :ini
: replesentasx betapa demokrasi telah
. memonopoli sr_mktur eplstemologis
masyafakat. Tidak terlalu susah
memahami demokrasi ‘pada batas
— batas yang sekedar diperiukan
“ masyarakat untuk berpraktek
demokeasi secara ‘telanja'n'g"; Per-
soalannya adalah ketika masyarakat
kehilangan alternatif model diluar
demokrasi, yang terjadi adalah
ideologisasi. demokrasi. Sungguh-
pun demokrasi itu senditi adalah
sebuah ideologi, namun paling tidak
hilangnya khasanah alternatif sama
halnya dengan bentuk pembodohan
atas nama pencerdasan.

Persoalan ini pula menurut
hemat saya, diwanti-wanti John
Rawls ketika mempersoalkan
demokrast dengan keadilan’.
Demokrasi sebagai sistem politik

" laiknya berangkat dari peﬂgﬁkﬁan
“akan msmnahtas ‘dan moral“indi-
‘vidual dalam’ mengatux dnmya
"sendm. Sementara keadilan ‘me-
“ngandung tiga funtutan moralitas.
‘Demokiasi menuntut t1ga “hal,
‘pertama, penentuan diri bagi seuap

individu, - Secaxa substansial - pen~

' tmgnya otonorm dan kemerdekaan_

md1v1du
adil atas kesempatan pelanan serta
barang dan jasa. Ketiga, dlstnbusl
kewapban dan tanggung]awab 7

Kedua, dlsttlbu51 yang

Stephen Sandexson
dekat! rumusan tersebut kedalam
tiga citi utama struktur demok:cam

men-

yang lebth operasional Pertama,
para pejabat pemerintah dipilih
untuk suatu jabatan tertentu, dan
dipandang sebagai wakil dari ke-
pentingan rakyat. Kedua, terdapat
struktur patlemen atau kongres
sebagai dasar kekuasaan yang ter-
lepas dari kekuasaan presiden atau
perdana menteri. Ketiga, hak dan
kebebasan individu dis etu}m rakyat
dan dihormati.

IKonsekwensi dari tuntutan pe-
ngembangan poin mengenal ke-

John Rawls. 1971, A Theary of Justice, Cambridge, Massachusetts: Havard University Press.

5, Hemat saya pewacanazn cara keberagamaan yang ditampilkan rekan — rekan dari ISLIB, HIT dan
Komunitas Utan Kayu, misalnya, cukup membantu proses otonomisasi individu yang digagas john
Rawls. Agama masih menjadi variabel dominan datam memperiakukan sistem sosial - politik di [ndone-
sia {Perhatikan misalnya Clifford Gertz , Herbert Feith dan Lance Castie, Robert Hefner ) .

pada jumal ResponS Vol.§ No.l, 1996.

Rumusan tiga tuntutan merat utama John Rawls pada tulisan ini diambil dari ringkasan Andre Ata Ujan
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" bebasan individu, penentuan diri
':'._bagg_ tiap individu, maka demo-
 keatisasi pada level somal ‘merupa-

'kan gerakan otononnsas; mdw;du

.._'.'pers chtuntut bebas dan mtervenm
kekuasaan dengan segala mstru-

__.mentasmya Upaya pembatasan'

__iberblcas:a atau pembatasan perss
- ::bertentangan dengan konsutusi
:_::demokmSL Kebf:baszm semacam i,
hemat saya dalam masyaxakat Kita
berekses bxas pada imaraknya pormo-
grafi yang tanpa mengmdahk:m nilai
- mlai ‘motalitas dan agama. Pola
mtexaksl kemud:an semata mata
" dlatur mekamsme pasar 1)

Kembah pada ungkapan
sedaksional yang ditulis reporter
Kampas di. atas, ‘kebebasan’. yang
dimaksud tentulah harus difshami
kontekstual, merujuk pada setting
psikologi pewacanaan Indonesia
mermasuki era barunya dalam proses
suksesi melalui pemila 2004. Jadi
makna kebebasan uang dimaksud
adalah kebebasan memilih dalam
format pemilu 2004. Kebebasan
diasumsikan menjadi pintu masuk
perbaikan. Kalau kebebasan ini ber-
himpit dengan petbaikan sistem
sosial yang menjamin berkembang-
aya petensi otonomi individu sepert
yang digagas John Rawls dapat
dimengerti. (Di bawah akan divrai
bahwa upaya yang menjamin ber-
Trembananrs ormmaimt 1o dimreden Jmer

- ditekayasa pada dimensi yxos_éaﬁﬁﬁ»

administrasi politis .sesunggﬁhéYa

-juga bukanlah persoalan sedé':héﬁa
karena memerlukan - prasyaxat
mentalitas dan budaya). ‘Namun

kebebasan yang ditampilkan dalam

sistem pemilu yang fair tidak dapat
+dijadikan jaminan untuk menelur-
- kan model suksesi yang menghasﬂ~
 kan manusiaberkualitas secara tasio
- dan mental. Bukankan Hitlez 3uga

konon hasil dari 1 Proses pem_thhan
yang faigll Ser

-Wacana Sebagax Komodnas

Politik Menjelang Pemiln . :

 Begitulah, demokrasi dengan
instrumen yang bernama pemilu
telah bermukim kuat pada strakrur

-epistemologi ‘masyarakat. Pemilu

yang jujur, adil dan rahasia sebagm
implementasi ruang otonomi
kebebasan individual, dalam kontek
Indonesia, 70h sesungguhnya masih
membutuhkan “intervensi dati Juar
inidividu” agar pemilu memang
betul menghasilkan wakil dan
pemimpin yang menjunjung
moralitas dan tentu saja cakap.
Karena masyarakat — peserta
pemile— bukanlah barang jadi yang
tinggal dipakai apabila segala
infrastruktur prosedural politik
telah disiapkan.

Intervensi tersebut misalnya
adalah adanya gerakan untuk men-
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pemilu. Banyak kalangan me-
mandang Pemiln 2004 menjadi
terminal. kronologm sejarah Indo-
nesia dalam mengakhiri kebusukan
pada lembaga - legeslatif dan
eksekutif. Akfifis politik muda Bara
Has;buan dalam pembukaau semi-
nar I:zdonesza 2004 Dalap: Perspektsf
Politit: da}z E;éaﬂomz Me’,’ﬂlljﬂ Upaya
:.Pem;k/;am dijakarta pada 13 Januari
2004 ‘mengatakan; “Sekarang,
dengan demokrasi, kita punya
senjata yang sangat dahsyat yaitu
‘kemampuan untuk mencampakan
pemimpin dan elit- politik yang
korup pada Pemilu 20047 2.
Gagasan mendasar dati semi-
nar tersebut dan juga gerakan ant-
polmkus busuk adalah pewacanaan,
dalam peta konstelasi kekuatan -
kekuatan posisi dimana aktor ter-
hbat__pahak, maka pewacanaan it
juga ditwjukan pada aktor pollitik
tertentu. Menggunakan terminologi
Ralp Dahrendorf imperatively
coordination asotiation ( ICA ) .

Melalui ICA sebagai konsep
analitis, bahwa sumber konflik
adalah hubungan wewenang yang
telah melembaga dalam asosiasi —
asosiasi yang terkordinasi secara
imperativ. Siapa yang mewacanakan

®. Harian Kompas, 14 Januari 2004,

dan yang-dikenai wacana - masing

— masmg tenkat dalam 2808iast

yang. terkordmasi secata imperatif,

-Wacana ‘pencampakan politikus
busuk’ -yang - berkembang segera
dapat -difahami ' dialamatkan ke~
pada para politikus kawakan arau
pemain politik lama-dimana freck
record — nya sudah diketahui publik,

sekaligns juga mengesankan bahwa
‘mereka adalah mantan ‘penikmat’

posisi. Orde Baru. Banyak diantara
mereka masih bercokol pada
lembaga — lembaga politik strategis.
Arief Budiman, mantan ‘dosen
Universitas Satyawacana yang
sekarang Profesor di Malbourne
University mensinyalir bercokolnya
pemain lama di panggung lembaga
— lembaga politik memandang
sebagai kegagalan reformasi.
Namun, inilah (dilema) demokrasi!
Pemenggalan atau pembekuan
bersifat struktural terhadap karir
politik seseorang atau bahkan partai
polittk dan organisasi yang terlibat
struktur lama justtu mencederai
demokrasi itu sendiri. Perilaku ini
( petnenggalan struktural ) pernah
dilakukan Rezim Orde Baru ter-
hadap mereka yang diduga ter-
libat komunis. Disinilah ujian
konstruksi demokrasi, pemilu men-
jadi judgment terakhir meskipun

Ralph Dahrendorf dimasukiken dalam teori s&smiogi koaflik kontemporer miazhab Marxian. Perhatikan,

misalnya dalam Doyle Paul Jolnson, 1986, Teors Sosiologi Klasit: dan iModern Jilid 2, ter] Roben

Lawang, Gramedis, Jakaria, hal. 182 - 195,



perlumenjadi catatan bahwa pemilu
tidak~ menjamm untuk menyamg
tampﬂnya anak baﬁgsa terbail -

-Hematsaya, realitas yangmeng-
-hzasz hari~har mep;eia’lg Pem}_u
2004 :samasekali- baru’sepanjang
‘sejarah pemiln di! ___donesaa Yang
membedakanidengan’ kondisi
pemilu 2004 dengan kondm pernilu
-sebe_luxmya qd_a;_iah per_tamq ada_ny’i
wacanaatawgerakan ant politikus
busuk: Pada Pemilu 1999 semeéntara
kalangan masih mempercayai bahwa
pemilu-bakal dapar menyaring pe-
ayingkiran aktor —sktor politik yang
bersandar pada  *Rezim ‘Suharto.
Untuk pembandingan ini tdak
relefan mengambil sampel pemilu
era. Orde Baru dimana proses
hegemoni kekuaszan' berjalan
sempuina, mungkin relefan dengan
Pemilu tahun 1955 karena era ini
oleh banyak pengamat dipandang
sebagai sukses demockratist!.
Namun tetap saja yang membeda-
kan Pemilu 1955 dengan Pemilu
2004 adalah gerakan anti-politik
busuk ini. Kedua, secara prose-
dural administratif sebagai infra-
struktur pemilu yang  far sudzh
relaif paling siap dibandingkan
dengan era-era pemila sebelumnya.
Yattu, Pemilu 2004 kecil sekah ke
mungkinan militer terlibat ke

: mdep end&

dz}sm salah satn Exe-kuman maztal

--po_mk pcehsz telah 1 iepas dam '"’Ni

lembaga -~ lembaga ‘pengonirol
c%am,t Thadir’ éerxgaﬂ
leluﬁqa pem relam Debas e

Dua 1«.0115.131 ini akan memadl
bata u}iaﬂ bam demokzasl daiam
melzhitkan manusia yang cakap dan

bermoral; Pezsoalmmya chsebemng
Teekuatan yang n1ensosmhsa51kan

gerakan” anﬁ—pohtlkus busuk ter-
dapatupaya pembersihan naroa baik
dengan - atas nama Orde '‘Baru.
E{elompok inl ‘tentu mienjadi
minoritas ditengah nuansa psikologi
politik pasca jatuhmyz rezim Orba.

Yaitu, Partai Koaryz Pedult Bangsa
(PKPB} dengan tegas menyatakan
sebaga_t partal Orde Baru yang
dlkemal}eﬂdmi (Puro.y R. Hastono,

dan mencalonkan Sit He:tchyantl
Rulmana, mbak Tutut, sebagai calon
presiden mendatang, Dalam Rapat
Kesja Nasional di Jakarta, 12 Januar
2004, Ketua Umum partai ini
menandaskan perang wacana, “Onde
Barn itn adalab sikap mental yans
menjaga kemurnian Parcasila dan
UUD 71945, Aunti-Orde Barn berarti
anti UUD 1945772, |

Ungkapan Ketua Umum partai
yang merepresentasikan Orde Baru
tersebut jelas tidak berlindung

. Lihat Herbert Feith dan Lance Castle, misalnya, pada Kata Pengantar dalam Pemikiran Politik Indo-
nesia 1945~ 1965 (1988}, menegaskan bahwa variast ideologi pemikiran politik Indonesia jelas tergambar
dalam hasil Pemilu 19535, Artinya, jika pemilu dilakukan secara bebas tanpa intervensi dari kekuatan
tertent veriasi pengelompokan atan pemikiran pofitik ifu akan cenderung permanen.

12 1Tprine Fomemae 173 Jomnrd 2804



'dlbeiakang wacana demokzasx
‘sebagaimana yang dilakukan’ oleh
_3lawan—1awan pohnknya UUD’45
“wasih dlpandang sakral; padahai
‘pada tataran® realitas. ‘politik
UUD’45 ini sudah hampzz selesai
dmmandemen ‘Demokrasi, bag1
.kalangan Otde Baru mempunyai
tafsir yang lain: dengan lawan

: .__E;pohuknya begxtu pﬁa cara me-
o mandang hak ‘asasi rannsia. Pex—

“saingan yang. terjadi. dalam pet—
farungan di. medan. peimilu antara
dua kekuatan ini, adajah,permma,

-penguasaan desmmamwacana,dm
kedua permainan . dibalik itu semua
_dﬂuat ggersoalaﬂ ‘menarik hati
_rakya@__, yaiti uang {moaey politic).
Disind pulalah dimensi persoalan
demekmss, anma Gtgnorm individn,
permainan uang, dan jauh lebih
mendalam adalah persoalan mma’
sel, budaya

R: Selcs:a Berdcmoktas:

- Pada bagian begirut ini, selera
atas pitihan demokmsi hanya saya
didasarkan eksplorasi pada * lite-
ratur-literatuz demokrasi yang ber-
edar. Asumsinya, demoksasi bersifat
petspektifal, banyak kalangan
sepakat dengan demokrasi sebagai
sistem ‘politik ideal tapi pex-
soalannya konsep ini dapat lentur
ditarik — ulur dar yang paling kidl
hingga paling kanan.

13]

Seozang Foucauluan S;mon
Phﬂpott“ ‘menawarkan alternatif

cara’ memandang Indonesxa
theratux: be::gaya posttnedern ini

nampaknya pettama kali dlkcna]kan
pubhk Indonesia lewat Harian.
Kompas, 20 Desember 2003 da]am

satu halaman penuh berupa resensi
"yan,g dltulls oleh Yusraf Axmr
:?ﬂtang Penggambatan Indonesm

i)agl Sj.mon Phﬂpott udak dapat

_dﬂepaskan dari bl.as bias 1deolog1

keluatan pohﬂk global Fe:ng—
gambaran ita bukan sekedm: haszl
permaman budaya ?ohﬁk pada
level lokal — internal indonesm
Pencitraan Indonesia, artinya bagai-
mana Indonesia dicitralan, ditentu-
kan oleh kepe’ﬁﬁz;gén Barat Ada
pendapat, yang dmmk,sud ‘Bas:at

—negara berbahasa Inggﬁs budaya
Anglosekson, lebih mudah me-
nyébﬁtnya : Amerika. Pendapat
seperumﬂa]nr pada pasca aneksasi
Amerika atas Irak -

Dugaan saya, literatur Slmon
Phlipott yang sesungguhnya relatif
‘menyentakkan secara metodologik’
ini tidak akan terlalu membuat
heboh masyarakat atau masyarakat
akademis. Karena tesis yang di-
kembangkannya tampaknya bukan
barang baru, teori dependensia yang

Simen Philpott. 2000. Rethinking Indonesia: Postcolonial Theory, Authoritarianism and Identity,



berkembang tahun 70-an men-
dahul mtemuan temuan Phﬂpott
Terakhlr setahu -saya, Hasyim
Wahid adzk kandung "'mantan

representasi. bagxwgaya
'penganut dep_eﬁdensm Te/zkungan
) -._Globa/ Da/am S _eyamb

Buku 1ni dicetak
, isinya_ tidak ]auh
'ber’oeda d.tantaranya ada bagian
'yang menggugat Amenka dahm
‘mempe erlakukan tolok uku;t negara
bexdemokrasi Demokxam di-
pandang sebagai komoditas
ekonoml poht:xk '

: Kebang.raan
‘sangat terba

Seleta pasar akademlsi xlmu
_so.sm_l. dan_politik, - minimal di
Indonesia dapat juga dijelaskan
dalam merespon buku yang ditulis
_Richard L. qu::s ¥ seorang cendi-
kmwan mams yaitu Mﬂm.i‘??!,
Ay oaalz.fm arzd Demormg! in Latin
Amenca Tldak seperti buku yang
ditulis oleh Gmﬁexmo O’Donnell
yang seluruh serinya (ttga sen)
diterjemahkan ke bahasa Indone-
sia, ‘buku Richard Haris sekedar
meénjadi konsumsi sangat elitis di
perpustakaan — perpustakaan besar
saja di- Indonesia dan: tidak ‘ada
peminat untuk menterjemahkan:

paxa.

Pada sisi ruang ekspresi. aka-
dem:k ]urnal Wacana. yang. bcx—
alamat di Yogyakarta dlawakl oleh
Fakﬂl RoemTogaumasang, Abdul
Munn: Mulkhan ' dan dain = lam
hanya sebentar memberﬂ«:an pen-
cerahan kepada masyarakat tentang
‘adanya pﬂ:han diluar sana’, Hanya
bebexapa seti ;umal alternauf
permkxoxan demokeasi ini nampak—
nya sudah’ suht ditemukan. Bandmg

‘kan dengan jurnal dan wahana lian

yang mémpxdm(jsikan ‘demokrasi
(baca, demokrasx hbeml) mck;puﬁ

' sudah ‘Wataknya ]urnal di Indone~

ss.a kembang — kempls namu.n
]umai sepetti ini cukup bmlyak
pilihan. Yaitu, Jurnal Demokrasi
dan 'HA‘M _]urﬂal R%ﬁmﬂyz
E/Ezmmmz, ]nrnal Prisna (aimm:hum)
Jurnal za Politike.

Makza, sejaub ini eksplorasx
literatur ini sekedar mengembalikan
pada konstruksi tesis yang telah
disinggung di atas, terdapat hege-
moni'wacana yang mernpersempit
ruang-gerak pengembangan alter-
natif pernikiran tipe ideal. Bahwa
dalam struktur epistemologi tmasya-
rakat’ yang “dimaksud demokuasi
adalah demokzasi liberal. Higemoni
adalah ‘sebuah penyederhanaan

. Hasyim Wahid, 1999. Telikungan Kapitalisme Global Dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia, LKiS,

Yogyakarta,

¥.. - -Richard L. Harris. 1992. Marxism, Socialism, and Democracy in Latin Americs, Westview Press,
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realitas (simplifikasi). Konselrwensi-
nya demokrasi adalah mnggél wni-
versal, tidak: dapat diorarik ulur'?
secara kontekstual. Dalam sebuah ’
diskusi -kecil seorang: L-amap ‘saya’
berkomentar lantas apa. beaanya_,-

mentahs 2. Yang la;ﬂ rrzm‘s_tmpah3
. kalau seorang (demokrat).hberahs -

mentahs maka 1og1kanya semua:._
pexmkuaﬁ atau 1deolog1 adalah G
fundamentalis. Bahkan . seorang
demokeat anti fundamentalis

substansinya adalah fundamentalis,

karena mustahil meniadélkan Kleim..

Saya berpendapat wacana yaﬂg'
bertubrukan secara dlametral tet-
sebut belum selesai pada Tlevel -

akademis sekalipun, untuk semen-
tara memang ‘diselesaikan’ secara
hegemoni wacana ( hegemonical
discoutse). Yaitu persoalan men-
dasar apakah demokrasi dapat di-
kontekstualkan, artinya ‘dipermak’
menurut konteks masyarakat atau
tidak. Karena, toh, meminjam
Simon Philpott di atas, dalam demo-
kratisasi yang menjadi pokok per-
soalan bukan pada persoalan
prosedur kelembagaan, juga bukan
pada .kogﬁisi, melainkan pada
mental set. Bagi universalis,mental
set inilah 'yang pelan — pelan ke

depan 2kan menyesuaikan dengan

apa -yang dipandang sebagai

modernitas. Jadi, bagi universalis
menial set 1tu sendis ke depan arah-

- Lahan untuk’ Tumbuhnya_ffa_

Demokeasi

Penelusuran strukrur sc_;gi_al
yang melahirkan demokrasi dengan

- demikian séﬁ'gat' penting untuk "

merespon ugaian Simon Philphott -
di atas mengenai kelepturan -

kelenturan konteks sistem sosial
- dalam penﬂman enLa sosml pohﬁk
Terdapat Gua alaszm partama
- hemat saya aciaiah absah untuk

meﬁcungm (scepnc) dalam dimensi
tertenta bahwa Sagasaf* Fhﬁpst':':
menganduncr semac:am reldzzw.fme B
nilai. Kedua, memahami secaxa"'_"_
empatik pada strukrur sosial mana
demolkrast menghadap1 }:emstensr

yang paling mendasai

Maka berikut ini uratan: pandek L
konteks struktur sosial berkembang-.
nya demokrasi, setelah ity uraian
singkat int éipakai éebégéi tatapan
untuk memahami kecenderungan
pﬁrsoalan di Indonesia dalam kaitary -
dengan pemilu sebagai tolok ukur
demokrasi yang' paling mudah
dibaca.

Secara hitam — putth masya-
rakat kontemporer mengenal dua
model sistem politik yang saling
betseberangan. Pertama, demokrasi
parlementer yang banyak dianut
negara — negara berkarakter
kapitalis industri Eropa Barat dan
Amerika Utara. Di sint benruk eko-
nomi kapitalis identik dengan
demokrasi (parlementer). Bentuk
kedua, diktator totaliterian, dianut



Eropa. Timur. Sistem. politik ini .
identik dengan bentuk ekonomi_

sosmhs 16

Mengapa demokrasl muncul di
Eropa Barat. dan Amenka ?
Barrington. More!? mencatat, ada
minimal hma faktor _yang. diduga
mendorong lahirnya demokrasi
parlementer di Inggns dan anncxs
Pertama, adanya penmbangan
untuk menceganh tetlalu kuatnya_
monatki dan. telale ‘bebasnya
bangsawan pem.lhk tanah Kedua,
adanya ev01u31 pertanian kearah
komersial atau kapitallis. Ketxga
meiemahnya keknasaan pohtlk dan

ekonorm kaum bangsawan Ke-

empat, gagain}ra koalisi kaum
bangsawan — kapitalis melawan
kaum tani dan- pekerja. Kelima,
adanya kesempatan revolusioner .

Pada tahap awal masa modern
dimulamya transformasi dari
negata-negara feodal yang bercirikan
desntralisasi men;adi negara —
negara birokratis yang tersentral.
Perges eran tersebut karena adanya
krisis cara produksi feodal dan

munculnya ckonomi kapitalis..

Kuisis, ‘atau. pergeseran . ini adalah_ f
awal dari sebuah. negara modem.-_;..
. monark absolut. Pengertlan negara o

dalam kontek ini intervensi tangan

penguasa: terhadap berbagai segmen
masyarakat yang jauh lebih intensif -
dibandingkan dengan (negara) pada'*_
era feodal Bra sepertiini di Prancis
terjadi mpenghu]ung abad" ke—i 7

dibawah pemerintahan Luis ke-14,
di Spaﬂyol berbazengan dengan

‘ Iﬂggns pada abad ke-15.

Catatan penting disin, monaﬂg
- monatki absolut Eropa muncul
bersamzan dengan runtuhnya
feadalisme dan timbulnya ekonomi
kapitalis. Konstelast Emhtzknya
adalah zbsolutisme hes:fu_ngsi
sebagai penyangoa kavm bangsawan
pada perubzhan ekonomi tersebut,
dengan kata lain absoletisme adalah
suatu bentu kekuaszan baru . dad
kelas bangsawan keuka kekuatan
tradisionalnya hancur disebabkan
hadirnya kapitalisme.

. Istilah - istilah seperti demokrasi parlementer vs. dildtator totraliterian; kapitalisme vs, sosialisme

adalzh penyederhanaan dari realitas yang sesungguhnya jauh lebih bervariasi. Misalnya, pada
sosialisme, dikenal berbagai genrenya seperti *sosialisme demokratis®, yaitu pada hari ini difemukan
pada beberapa negara industri maju seperti Jerman dan Swedia, ‘sosialisme non-marxis’, ‘sosiatisme
utopis’, ‘sosiatisme —science-movement ", Belakangan istilah — istilah tersebut masih disasakan kurang
pas untuk mengkategorikan Cina yang akan mengamandemen konstitusinya. Cina yang nota bene
menganut komunis mengejutkan dunia dengan rencana amandemen konstitust, diantarana pemberian
jatan bagi kepemilikan pribadi dan kesempatan politik bagi kaum kapitalis di RRC,

Begitu pula dengan istifah demokrasi, diluar demokrasi liberal yang pating populer, dikenal demolkcrasi
radikal, { Lihat Jurnal Wacang Edist 2, Tahun 1, 1999 ). Setahu saya hanya pengalaman di Indonesia
yang imeletakkan demokrasi dengan variasi lain, yaitu “Terpimin’—sera Sukamo dan ‘Pancasila’ ~era
Suharto.

Barrington Moore, Ir, 1966, Social Origin of Diktatorship and Demokrasi, Beacon Press. Boston,



- Kuatnya _ancaman  yang

:kepada tuan tanah sebagal amkulas1
_dam kaum fcodal kaum feodal
mzberhndung d1bahk monark1
absolut’ Maka. negara ‘modern’ d
?Eropa Baxat d1bentuk atas kehendak

_tanah Namun kemudlan_ dalam'

per _embanganny .-ne‘ga:a ini
: memperoleh kebebasan dan kelas :

‘sebagai aklbat leblh hn}ut negam
-berfungsn melayam kepemmgaﬂ
ckonomi yang sexmgkai_ ber-
tentangan “dengan kepentmgan
aristokrat itu sendirl. Bertentangan
dengan kepentingan kaum asis-
- tokrat pada dasarnya dengan sen-
dirinya memperhaas kelas kapitalis.

~ Di Perancis, revolusi Derancis
pada dekade terakhir abad ke-13
meluluhkan hak-hak istimewa kaum
aristokrat, monarki dan bangsawan
pemilik' tanah, mengangkat hak
milik pribadi dan kedudukan yang
sama bagi warga. Tahap inilah
pembuka jalan bagi ekonomi kaum
borjuasi, kapitalis.Sementara d:
Amerika kelas ekonomi atas muncai
pada pasca revolusim, mazka pe-
ngaruh mereka terhadap peme-
rintahan sangat menyolok. Struktur
konstitusi Amerika dibangun oleh
kelas ekonomi atau kapitalis
tersebut. Dapat difahami bahwa

8 Harian Kempas, 6 Januari 2003

konst:.tus1_ dltuhs untuk melmdung
k istimews paza pezmhk
harta pnbach

Kes;mgulannya demokxas1
munc_ul dalam mekanisnie ekonoml
kapitalis. - Karena kelas: kapitalis-
I'ah'yamg membunihkan suatu negara
demokrasi. Untuk dapat. meng-
akumulasikan keuntungan, kaum

apitalis petlu menetraikan_caﬁmpm. .

tang:m pemenntah

Betdemokrasa ala Indenesxa

\: Mangacu pada sejarah, demo-
krasi selalu berhimpit dengan
hadiraya kapitalisme dan kelas
menengzah yang mandirl. Struktur
semacam ini masih merupakan
persoalan bagi Indonesia yang
dalam banyak lteratur diragukan
adanya kelas menengah yang
mandiri. .

Exsmimenankurman Nasikun
pada Harian Kompas™, ketika
banyak orang menghawatirkan
golput pada pemilu 2004 karena
tekaisnya yang rumit, ia memberi
judul artikelnya Gopwt, Sigpa Takut
¢ Menurut pendapatnya golput di
Indonesia minimal pada Pemilu
2004 udak perlu dikhawatirkan.
Tulisan 1ni sama sekali bukan me-
nampilkan sebuah pandangan
optimis tentang partisipasi dan
demokrsi politik di Indonesia.



Karena justru, da* méﬂiiﬁffei:}jks',i

sekahgus juga téxdapat per—
maszlahan mendasar.dalam demo-
kras;chlndonesm Pasalnya perilaku
mermhh masxh ;auh dan rasiopal
namun ~masih dldommas:t oleh
sxstem pohtzk kesukuan atau aln:an
Tuhsnya, -

e Tzadaz;ya lapzmn Iféval ilas
“raenengab yang ‘%ﬁa’sjbe;m’eﬂ” Ke-
bzdnggﬁ politik di Indonesia sangpa

" 5aal ini masih. sangat kental di-
iandai demafz ciri-giri bepikent. Pada
it ﬁ@gﬁgzzm 2 yang berteerbang
Sl Indonesia selama iw, semina

- puartai politik peseria pensily mevs-
O puryai cird sebagai organisasi yiang
- égmﬁzi “atrimomial
gmonik yang legitimasinga ber-

" dan “hage-

Csumber di dalam kekunasaan

“Tdeologis” yany dibangun melalui

< enngonlan knafitas kepribadion

" atan Rharisma yang istimewa para
- pemipin mereka .

) Kalangaﬁ kita- di Indonesia
seringkali melakukan exerse dengan
m&:mbandmgkan pada sejarah
panjang di Eropa Barat atau
Amerika. Pembelajatan demokrasi
di Eropa Barat dan Amerika be-
ranglkat ‘dari sejarah yang sangat
panjang, yang dimaksud pergeseran
mem]uk pada cara produksi. Pez-
geseran cara produksi diikuti

Pembahan pada strukmt -':;. o ;,.
meialm waktu yang pan;an_g
merubah puia sw:uktur men 1

D1 Indonesm konsep demo asi
belum lama d1kenal” Per]uangan
tethadap hak hak individu: pun
nyaris sangat | bam padahal nﬁen; adi
prisip bagi mengembangan demo-
krasi. Sehingga prosedur demokrasi

_dihadnkan jauh meﬂmggalkan

mentahtas terdapat gap. antam
keduanya. Meskapun tentu sa;a Pudﬂ.
sisi: prosedural masth juga. besar
persoalannya dlsebabkan meitalitas
(budaya). Perscalan. prosadural
menyanghut format aturan per-
raginan interaksi sosial, semﬁi}.wa
mentalitas menyangkut bagaimana
inengisi format prosedural tessebut.

Bagauwana ‘keabsahan’ exvuse
sernacam ita 7 Hematsaya memang
tidak dapat dipungkiri bahwa sejarah
panjang membentuk karekter
berpolitik. Hal tidak rasional adalah
kettka eamse menjadikan sebuah
legifimasi, menjadi zlat penyucian
normativ atas realitas yang ber
langsung terus menerns. Sama hal-
nya dikalangan akademisi ketika
mempelajari tema budaya politik.
Istilah budaya politik terkadang
menimbulkan sinisme, lantaran
konsep ini tidak lebih sekedar
menjadi argumen dan dalil ilmiah

Y. Perhatikan, Syamsudin Haris. 1994, Demokrasi di Indonesia; Gagasan dan penglaman, LPIES,

Jakarta,



dalam melegemnampraktek pohtlk
Yang tidak disadati bahwa budaya
tidak sekedar men] jadi dasar tingkah
laku; tetapi juga dibentuk’ oleh
'?;nngkah laku. Dasat. pembentukan
inilah te:letak posisi moralitas yang
_ sesungguhnya txdak 1ag1 dapat
'dltawax. .

Mesklpun' pxosedur permlu
" sebagm karakter utama demokrasi
: _-_ek515 ; persoalannya kemudian dapat
 dilihat pada kualitas proserudal ite
smdm. Pada. level ini, misalnya
“masih_ tezda;)at tiga undang -
" undang yang sangat. berpotensi

disalah’ gunakan penguasa dalam

_ pesta demokrasi tahun 2004, Yaitu,
Peraturan Pemerintah Pengpanti
Undang - Undang (Perpu) Nomor
23/1959 tentang Keadaan Bahaya,
Undang — Undang No 15 tabun
2003 tentang Penetapan Perpu No
1 Tahua 2002 teatang Pembe-
rantasan Tindak Pidana Teronsme
menjadi UU, serta Pasal Kejahatan
terhadap  Keamanan - Negara
(Tindakan Makar )} dalam kitab
Undang — Undang Hulsum Pidana.

Alasan kecurigaan terhadap
prosedur format perlaku keluasaan

yang dituang dalam tiga undang

-~ undang ini bersumber dari
kerangka marxian® . Kaum marxis
kontemporer memaham bahwa
fungsi negara kapitalis ada tiga;
legitimasi, penindasan dan aku-
mulast. Penindasan (repretion) di-
lakukan bila legetimasi gagal,

legiumasx adalah semacam sosialisast
ideologi politik untuk memelihara
konsensus dasar. Penindasan di-

"maksudkan sebagax upaya mencegah
'xakyat mengambﬂ tmdakan -

tindakan “yang ‘dapat meruglkan
negata dan sistem kapitalis.

Fungs1 kumulasi mencakup pe-

‘netapan kebi;akan yang membaniu

kelas kapitalis dalam mengumpul-
kan modal. Dalam banyak kasus

yang ter;adi peme.nntah membuat

undang undang jalan keluar pa]ak

bagi yang kaya dan menggeser

beban pajak it pada masyarakat
biasa. \ o b5y
Dari ketiga poin texs'ebut yang
paling mungkin dilakukan peme-
rintah memperlakukan tiga undang
— undang dalam kerangka perce-
deraan terhadap pemilu atan pesta
demokram adalah pada poin per-
tama, penmdass.n. Meskipun dapat
terjadi secara simultan, lewat pe-
nindasan sesungguhnya telah pula
melakukan legitimasi dan akumulasi
seca rasekahgus Realitas ini telah
dilakukan rezim Orde Baru dengan
amat parah hingga masyarakat ke-
hilangan struktur jati dirinya. Hilang-
nya struktur jati diri ini disorga-
nized, padahal inilah (kemampuan
mengorganisasi dit1) yang juga men-
jadi syarat penting bagi masyarakat
demokratis. Tetapi, memang
kekuasaan yang cenderung tdak
demokratis akan selalu mengusaha-
kan masyarakat itu disorganized.
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